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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

UTUSAN BUPAT! KEPULAUAN ANAMBAS

TENTANG

FORUM KOORDINAS! PFIMPINAN DAERAH DAN
EKRETARIAT FORUM KOORDINAS] PIMPINAN DAERAH
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b,

babwa  dalam rangka menjamin terpeliharanmya
keamanan, éa;ffs‘%:mé‘mrfzmimz Gan ketertiban masyaraka!

serta  menjaga terciptanyva stabilitas nasional i

daerab, perly  dilakukas  upaya koordinasi secara

intensil antara Pimpinan Daeraly

bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemenniab
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang -
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan
keanggotaan Forkopimda Kabupaten dan Sekretariai
Forkopimda Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan
Bupati; |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam bhuruf a dan huruf b, periu
ditetapkan  Keputusan Bupati  tentang Forum
RKoordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Fovis

Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024,

Undang-undang Nomor 33 Tabun 2008 ientang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas &

Provinsi Kepulauan Riau {Lembaran Negara RL;’:‘H;



4%

6.

6.

Indonesia Tahun 2014 RNomor 244, Tambaha

Indoenesia Tahun 2008 Nomor 3{}5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
?ems:ymimmfs Daerab {Lembaran Negara Republik
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimans ftt*z'iﬁ%tz diubah beberapa kali terkahir

dengan Undang-undang Nomeor § Tahun 2015 te entang

£

1

Ferubahan %ﬁdzxax atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 taug Pemerintah Daerah (Lembaran

T

Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Tambahan Lembarag Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20616 +

Pengelolaan Keuangsn Daerah {Lembaran

s 2P

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 63221

F’«s*m* uras - ?’emf*rmm% Republik mﬁorwsza Nornor 12

s

O

“Tahun 2002 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di

E}aﬁréz&};.{‘wxmb&mn Negara R@puh&k Indonesia Tahun

2022 Nomor 54, Tasnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Komor 67701,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daersh
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan
Lembaran  Daerah Kabupaten Kepulauen Anambas
Nomor 76

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

!‘
b

Jaeraly  {lLembaran Daerah Kabupaten Kepulauar

Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91

[



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 5 Tahun 2023 Temmmg Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggeran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaien Kepulauan Anambas Tahun

Nomor 98j;

10. Peratursn Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51

&3

Tabun 202 tentang Kedudukan, Susunan ¢ Jrganisas,

g«hga% dan 1 Fungsi serta Tata Keria Badan Kesatuan

Bangsa dan

s}ﬁf‘“df‘ Rabupaten

%a%;;}; lavan Anambas Tahun 2021 Nomor 622},

=
e

-, Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas
Momor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belarya Daerah Tahun Anggaran

2024 {Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2023 Nomor 752

'

MEMUTUSKAN:

RESATU Forum koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekreiariat | “OFULN

Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024 den gan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

dan Lampiran [l Keputusan ini;
KEDUA . Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah {Forkopimdaj
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas
melaksanakan:
woordinasi  dan  fasilitasi  pembinaan  wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional dalam TETIgha
memantapkan  pengamalan  Pancasila, pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesis
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta
pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Re Dbk
Indonesta;

b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan pe tuan  dan

kespruan bangse;




‘¢. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas

keamawan lokal, regional, dan nasional;

d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan  evaluasi
- konflik sosial sesual dengan ketentuan

&n perundang-undangan;

€. Roordanas, iasilitasd, ?ﬁﬂi&ﬁi’dk@ff?‘ ~dan  evaluasi

arinstansi pemerintahan vang

o7
o
s
=
Foim
Jal

Cuntuk menvelesaikan -permasaiahan yang rimbul dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia.

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan.
potens: serta keanekaragaman daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangar;

Pt

dan fasilitasi pengembangan kehidupan

vasl berdasarkan Pancasila; dan
g koordinas dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan
pemerintahan yang bukan merupakaen kewenangan

daerah dan tidak dn.a: k%ﬂamrz pleh instans: vertikal,

¢ Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum }QL&UA Forkopimmda melaksanakan kegiatan:
a. koordinasi pengambilan tindakan tertenry dalam
keadaan mendesak vang sangat dibutuhkan oleh daerah
o dan/ atan masvarakat;
L. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna
menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam
penyelenggavaan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan p‘.ﬁhi‘ik‘.},

L]

koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi  urusan
pemerintahen umum;

d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dint potens:
| ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan. dan

pelavanan publik; dan

(%1

kegiatan  lainnva  berdasarkan  hasil keputusan
Forkopimda dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



KEEMPAT

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Anggota Forkopimda dapat mengundang
Narasumber sebagai pembicara atau pembahas materi yang

disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang akan

- dibahas;

Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan
teknis administratif dan teknis operasional kepada
Forkopimda,;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan
penuh tangguﬁg jawab;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran
2024,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan; il - |

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal | Januari 2024
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

1.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;

3. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta;

el

Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Badan Keshangpol Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas;

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



Lampiran I

Nomor
Tanggal

‘K-eputusaﬂ Bupati Kepulauan Anambas
:1%6  Tahun 2024
) Januari 2024

~ SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

TAHUN 2024

MO _ JABATAN DALAM KEDINASAN KEDUDUKAN DALAM TIM
(1. Bupatl Kepulauan Anambas Ketua Forkopimda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepuiauaﬁ — Anggota Forkopimda
Anambas
o Kepala Kejaksaan Negeri Ranai {h Anggota Forkopimda
- Natuna
o 4. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Anggota Forkopimda
Laut Tarempa
5. Komandan Komando Distrik Militer Anggota Forkopimda
; 0318/ Natuna o
5 ,,Kepala Kepohsxan Resor. Kepuiauan nre Anggota Férkbpimda
7. Kettia Pengadilan Negeri Ranai di Anggota Forkopimda
Natuna |
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AL Anggota Forkopimda

di Matak

KEPULAUAN ANAMBAS




Lam;;.irah I
Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Kepulauan Anambas

. i%4  Tahun 2024
- Vo Januari 2024

' ‘SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

TAHUN 2024

22

“JABATAN DALAM KEDINASAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

ar

Sekretaris Daerah

=1 Ketua Sekretarlat Fofkopimda

-}gepg;a Badan Kesatuan Bangsa dan

Potitik

Wakil Ketua Sekretariat Forkopimda

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik Bakesbangpol
¥ab. Kep. Anambas

Sekretaris Sekretariat Forkopimda

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang

{ewaspadaan Nasional dan

£ ?ffﬁanganan Konflik Bakesbangpol Kab.
_ %"Eiep; Anambas

Anggota Sekretariat Forkepimda

' Analis Organisasi Kemasyarakatan
Bidaﬂg Politik Dalam Negeﬁdaﬁ Ormf’a's:* =

Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas

Anggqta Sekretariat Forkopimda

Pengolah Data Intelijen pada Bidang

Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Anggota Sekretariat Forkopimda

;fi.;‘f'::‘?' L s
RN 6.
B> 7.

Pengadministrasi Keuangan pada
Bagian Program dan Keuangan
Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas

Anggota Sekretariat Forkopimda

Fungsional Umum pada Bidang
Kewaspadaan Nasional dan

; Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab.
. Kep. Ananibas

Anggota Sekretariat Forkopimda
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